
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR   32  TAHUN   2020 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH 

BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK 
ATAU KONDISI TERTENTU OBJEK PAJAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) huruf e 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah, perlu mnetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemberian Pengurangan Pajak Daerah Berdasarkan Pertimbangan 

Kemampuan Membayar Wajib Pajak atau Kondisi Tertentu Objek 
Pajak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983      Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 

 

 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumedang. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2016 Nomor 11); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah yang telah di ubah beberapa kali dan  
Peraturan Daerah Nomor            1 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor          8 Tahun 
2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2018 Nomor 1); 

13. Peraturan Bupati sumedang Nomor 10 tahun 2019 Tentang Tata 
Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

   



  MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN 
PAJAK DAERAH BERDASARKAN PERTIMBANGAN KEMAMPUAN 

MEMBAYAR WAJIB PAJAK ATAU KONDISI TERTENTU OBJEK 
PAJAK. 

   
  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang. 

2. Bupati adalah Bupati Sumedang. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu  Bupati  dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara  langsung  dan  digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh 
hotel. 

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau 
peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan 
sejenisnya, serta kamar kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 

(sepuluh). 
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. 
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, 

kafetaria, kantin  warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa 
boga/katering. 

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan,dan atau keramaian yang dinikmati dengan 
dipungut bayaran. 



15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau 
pemanfaatan air tanah. 

16. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 
batuan dibawah permukaan tanah. 

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang  

undangan perpajakan daerah. 
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak yang terutang. 

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

   
  BAB II 

KETENTUAN PEMBERIAN  PENGURANGAN PAJAK DAERAH 
 

Pasal 2 

Pemberian pengurangan pajak daerah kepada Wajib Pajak 
bertujuan untuk meringankan beban, membantu kestabilan 

ekonomi produksi usaha dan melindungi investasi produksi usaha. 
   

  Pasal 3 
(1) Pemberian pengurangan pajak daerah dilakukan dalam hal 

terjadi  keadaan memaksa (overmacht) yang mengakibatkan 

Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk 
membayar pajak dikarenakan kejadian yang berada di luar 

kuasa Wajib Pajak, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, 
epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. 

(2) Keadaan memaksa (overmacht) seperti gempa bumi, tanah 
longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 
   
  Pasal 4 

(1) Pemberian pengurangan pajak daerah untuk masa keadaan 
status darurat bencana dan dapat dimulai dari status siaga 

darurat dan/atau tanggap darurat dan/atau sampai masa 
transisi menuju kepemulihan. 

(2) Besaran dan jangka waktu pemberian pengurangan serta jenis 
pajak daerah yang diberikan pengurangan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

   
  BAB III 

MEKANISME PEMBERIAN PENGURANGAN 
PAJAK DERAH 

 
Pasal 5 

Mekanisme pemberian pengurangan Pajak Daerah : 

a. Wajib Pajak melaporkan seluruh omzet/penerimaan pajak 
daerah atas hasil operasional/usahanya dengan Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah On Line (E-SPTPD) atau SPTPD 
Manual. 



b. atas dasar laporan tersebut, Wajib Pajak melakukan 
pembayaran Pajak Terhutang dengan terlebih dahulu 

memperhitungkan besaran pengurangan Pajak Daerah. 
   

  BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 21  April 2020 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 

DONY AHMAD MUNIR 

 
Diundangkan di Sumedang  

pada tanggal 21  April 2020     
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG, 

 

ttd 
 

HERMAN SURYATMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR  32 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

UJANG SUTISNA 
NIP. 19730906 1993031001 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
    UJANG SUTISNA,S.H. 

NIP. 19730906 199303 1 001



 


